
BUPATI KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR -31. TAHUN -20-13 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2007 
TENTANG _PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KUDUS , 

a . bahwa dalam rangka penyempumaan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa oan Rencana Kerja 
Pembangunan Desa agar lebih terencana, terarah, aspiratif 
dan partisipatif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 15 Tahu n 2006 
Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

3 _ Undang-Undang Nomor 33 _Tahtahun Pu2004 tedntangPPerim_bantahgan 
Keuangan Antara Pemenn sat an emenn an 
Daerah (Lembaran ·Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

1 



S... ~~ Ment.tri Damm N~~ri Nornor 13 Tnhun 2006 
tCttl~ ~"U~ ~~lo.ls.nn Keuangan DuerC\h 
~ nrnana ~ l.'-lll d.iubah b<-tx-n-ip..<\ k~\i te.ro.k.hir dengnn 
?er-~n.r.---sn Mc.,tt-ri Dalam N~~ri Nomor .3 l Toht1n 2011 
~~'& ~ -ub....msn Ketl\.ui. ::u~s ~.rotum.n Menteri Oa.lnm 
X~ Xoma._- l -3 1::unm 2006 t~ntang ~omnn Pengeloluan 
K~ Dsern.h fBe.rim N~'>!fil"fi Republik lndonesin Tahun 
2011 ~ fil:lo:- 3 1 O}: 

6 . ~~-s.-.. \(e:-,:e:-: DA.iam N~geri Nomor 2<-) Tahun 2006 
r..e::::iL-:.'f_ ~__.,~~, Pt-mtx-nn.1~-s.n dnn '.\-tekn nisrne Penyusunnn 
~~:;___:_--:,::.:·. ~s....:.. : 

r - ~-a.rr:..-s...- . ~Le.::~.:-: D8arn :--i' c:-gt-•n Nomor 32 Tnhun 2000 
t"e.-::1 ~ n g ?eci. C'! :nR.1."1 .-\ d.miiu s tras.i D c:' S....<"I.: 

8 . Pe...~:--...:....- 2...-. \_{e.:-.:e.:-: D.:Us.n1 :--i°eg_t'n :'\L"mor oo Tnhun 2007 
~1..-:_g ?e.x.:-:.~ : --~-~-- Pt>r.1b~mgumu1 Ot'&1 . 

9 . Pe...-a:-...:..-.s.:-. ~kn:er-. DsJcn1 L\e-gen :'\omor t>7 Tahun 2007. 
-e--. :R::g ?e:.i .s. :RE.:: Program Pe m baI1~_::u n n n De SH Kc:- I u rahn n : 

!O. Pe:-aru .. -a__- , Da e.rah Kabupiuen Kudus :"Jomor 15 Tahun 2006 
rentai."lg Per-encanaan Pembangunan Des.a (Lembaran Daernh 
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Lembaran Dae rah Ka bupaten Kudus Nomor 88) : 

11 . Peraruran Daerah Kabupaten Kudus Nomor l 7 Tahun 2 006 
tenmng Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2006 Nomor 17 . Tambahan Lembaran Daera h 
Kabupaten Kudus Nomor 90) scbagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerab Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Peraturan Dae.rah Kabupaten Kudus 
Nomor 17 Tu.bun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran 
Dacrah Kabupatcn Kudus Tu.bun 2008 Nomor 9, Tambahan 
Lem.be.ran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112) ; 

12.Pcraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 
tentang Badan Pcrmusyaw-aratan Dcsa {Lembaran Dae:rah 
Kabupaten Kudus Tu.bun 2006 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupa.ten Kudus Nomor 91 ); 

13 .Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 
tent.ang Pencalonan. Pem.ilihan, Pengangkatan, Ptlantikan 
dan Pemberhentian Kepala Dcsa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tuhun 2006 Nom-0r 19, Tambaha.n 
Lembaran Daerah Kabupa.ten Kudus Nomor 92); 
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l 4 .Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan 
Desa {Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 
14); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peratu.ran Bupati Kudus Nomor 
14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2007 Nomor 14), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

2 . Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 
Kabupaten Kudus. 

3 . Bupati adalah Bupati Kudus. 

4 . Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai 
perangkat daerah kabupaten. 

5 . Carn.at adalah Kepala Kecamatan yang merupakan 
Perangkat Daerah. 

6 . Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

7 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasar~ .asal-usul d~ ada: istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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8 Pe · · menntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
desa. 

9 · B~~an Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
dismg~at BPD, adalah lembaga yang merupakan 
pe~udan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemenntahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa . 

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

11. Pembangunan Desa adalah upaya yang 
dilaksanakan oleh semua komponen Desa dalam 
rangka mencapai tujuan Desa dan masyarakatnya. 

12 . Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah 
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 
untuk rnenghasilkan rencana-rencana 
pembangunan dalam jangka menengah dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah 
Desa, BPD dan rnasyarakat di Desa. 

13 . Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa 
terse but. 

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang
undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala 
Desa. 

15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah. 

16. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana 
APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana 
tugas pembantuan. 

1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
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18
· Angg~an Pendapatan dan Belanja Desa yang 

~el8Iljutnya disingkat APBDesa adalah rencana 
d euan~an ~unan pemerintahan desa yang dibahas 

an disetuju1 bersama oleh pemerintah desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

l9 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah 
dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) 
tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan 
Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan 
umum, dan program, dan program Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) , lintas SKPD, dan 
program prioritas kewi1ayahan, disertai dengan 
rencana kerja. 

20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya 
disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan 
untuk periode 1 (satu) tahun merupakan 
penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat 
rancangan kerangka ekonomi desa, dengan 
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 
dimutahirkan, program prioritas pembangunan 
desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan 
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu 
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 
RPJM-Desa. 

21. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP-Desa 
adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan 
pembangunan Desa yang menggunakan dana yang 
sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD 
(Provinsi, Kabupaten) , APBDesa, Swadaya dan 
Kerjasama dengan Pihak ketiga. 

22 . Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem 
pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama 
secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong 
yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah 
lama berakar budaya di wilayah Indonesia. 

23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai 
karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, 
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta 
perkembangan kemajuan d8.I'l: permasalahan yang 
dihadapi desa. 
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24
· Musy~warah Perencanaan Pembangunan Desa yang 

selan.Jutnya disingkat Musrenbang Desa adalah 
forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan 
secara P~sipatif oleh para pemangku kepenting~ 
desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi 
permasalahan desa dan pihak yang akan terkena 
dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati 
rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) 
tahunan. 

25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan 
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

27 . Strategi adalah langkah-langkah berisikan program
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

28. Kebijakan adaJah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan. 

29. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh aJokasi anggaran atau 
kegiatan masyarakat. 

30. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 

31 . Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 
selanjutnya disingkat LPMD adaJah. wadah yang 
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai rnitra 
Pernerintah Desa dalarn rnenarnpung dan 
mewujukan aspirasi dan kebutuhan rnasyarakat di 
bidang pembangunan. 

2 . Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 4 

(1) Perencanaan pembangunan Desa sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat arah 
kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan 
desa, dan progr~ kerja desa, yang didasarkan 
pada data dan informasi yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(2) Data dan informasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi : 

a. penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. organisasi dan tata laksana pernerintahan desa; 

c. keuangan Desa; 

ltA 
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d . profll Desa; 

e. informasi lain berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan deea dan pemberdayaan 
masyarakat. 

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal 
baru, yakni Pasal 6A, Pa.sal 68 dan Pasal 6C yang 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6A 

(1) Rencana pembangunan desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin 
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan. 

(2) Rencana pcmbangunan dcsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: 

a . pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan 
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara; 

b . partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam proses 
pembangunan; 

c . berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses 
pembangunan di pedesaan secara serius 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; 

d . terbuka, yaitu setiap proses tahapan 
perencanaan pembangunan dapat dilihat dan 
diketahui secara langsung oleh seluruh 
masyarakat desa; 

e . akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan
tahapan kegiatan pembangunan dapat 
dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada 
pemerintah di desa maupun pada masyarakat; 

f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan 
baik untuk mencapai hasil yang optimal; 

g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan 
perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi 
sumberdaya alarn dan sumberdaya manusia 
yang tersedia; 

h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan 
kegiatan perencanaan harus berjalan secara 
berkelanjutan; 

i. cermat, yaitu ?ata yang diperoleh cukup obyektif, 
teliti, dapat dtpercaya, dan menarnpung aspirasi 
masyarakat; 
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Pasal 6B 

(l) RPJM-Desa sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 3 
bertujuan untuk: 

a . me~udkan perencanaan pembangunan desa 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
keadaan setempat; 

b . menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab 
masyarakat terhadap program pembanguna n di 
desa; 

c . memelihara dan mengembangkan hasi l-hasil 
pembangunan di desa; dan 

d . menumbuhkembangkan dan mendorong peran 
serta masyarakat dalam pembangunan di desa . 

(2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
bertujuan untuk : 

a . menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan 
yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan 
kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada 
Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP 
Daerah Kabupaten; 

b . menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk 
dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, 
APBD Provinsi, APBN , pihak ketiga maupun 
swadaya masyarakat. 

Pasal 6C 

( 1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan 
dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan 
RKP-Desa. 

(2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

{3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas: 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
{LPMD) membantu pemerintah Desa 
menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa; 

Desa 
dalam 
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b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai 
nara sum ber; 

c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, 
dan lain-lain se bagai anggota; dan 

d . Warga masyarakat sebagai anggota. 

4 . Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 24 

(1) Langkah-langkah dalam penyiapan rancangan awal 
RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
adalah se bagai beriku t : 

a . membentuk Tim Penyusun RPJM-Desa; 

b . menyusun rencana kerja tim sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 

c . menginventarisir data dan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) ; 

d . menjabarkan visi, misi dan prograin Kepala Desa 
ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan 
umum, program prioritas Kepala Desa dan arah 
kebijakan keuangan desa; dan 

e . membahas dan menyusun rancangan awal 
RPJM-Desa. 

(2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, beranggotakan paling sedikit 11 (sebelas) 
orang, yang terdiri dari : 

a . Kepala Desa, selaku Ketua sekaligus Penanggung 
Jawab dan Koordinator; 

b . Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya 
selaku Sekretaris; 

c. Pengurus LPMD, selaku Anggota, sekurang
kurangnya 2 (dua) orang; 

d . Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) , 
selaku anggota, sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang, yang salah satunya adalah perempuan; 

e . Kepala Dusun, selaku anggota, sekurang
kurangnya 2 (dua) orang; dan 

f. Perwakilan masyarakat, selaku anggota, 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang salah 
satunya adalah perempuan. 

(3) Dalam hal belum terbentu.k LPMD, maka 
keterwakilan Pengurus LPMD digantikan oleh wakil 
dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di 
Desa. 



-10-

(4) Dalam hal Kepala Dusun tidak ada, maka 
keterwakilan Kepala Dusun digantikan Perangkat 
Desa Lainnya. 

(S) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 
dalam rangka kesetaraan gender. 

(6) T~m Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
d1tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

5. Lampiran I sebagaimana diatur dalam Pasa1 31 diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalarn 
Lampiran I Peraturan Bupati ini . 

6 . Lampiran II sebagaimana diatur dalam Pasal 44 diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercan tum dalarn 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupa ti ini dengan penempatannya 

------::~~~~m· ~ra,rah Kabupaten Kudus . 
Telah dltelltl 

No, Jahatan Ditetapkan di l):udus 

1 SEKDA 
pada tanggal O Des mber 2013 

2 A.SISTEN S'.:KDA 

3 KEPAI _~. OI~~~/BAOAN 

4 
KEPALA J.~-.cu ... ~ / 
KANTOR / 6IDANG 

5 BAG.HUKUM/LAINNYA 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 31 Desember 2013 

SEK.RETAR1S DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

BER1TA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN2013 NOMOR 31 
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